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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan penanggulangan bencana pada status 

tanggap darurat dengan sumber dana yang bernama dana siap pakai yang 

bersumber dari APBD dan kedudukan dana siap pakai dalam sistem peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti peruntukan dan 

penggunaan  ketentuan Dana Siap Pakai dalam APBD Kabupaten Padang 

Pariaman serta bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap Dana 

Siap pakai. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, 

yuridis sosiologis yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan 

menggunakan beragam teori yang digagas dan tercantum dalam undang-undang, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus 

membentuk peraturan perundang-undangan terkait tentang sumber dana siap pakai 

dalam APBN dan APBD berdasarkan asas otonomi yang diakui dan potensi 

bencana yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa dana siap pakai hanya bersumber pada salah satu pengelola 

keuangan baik itu Negara atau daerah.  Dana siap pakai belum memiliki suatu 

kerangka acuan secara eksplisit, hanya sebatas pasal yang tercantum dalam 

undang-undang dan pengembangan jangka panjang dan menengah daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 
 

 


